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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR T TAEWD 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UMNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Momor B Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya
mengatur tentang kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah,
maka iebih lanjut dalam meiaksanakan teknis operasional
sabagian tugas Pendataan dan Penagihan Fajak Daerah porlu
dibentuk Unil Pelaksana Teknis Dinas;

bahwa atas dasar pertimbargan sebagaimana dinaksud pada
huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendataan dan Penagthan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 1250 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Daiam Lingkungan Propinst Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1350)

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah

dan Retribusi Daerah(Lembaian Nagara Republik Indoresia
Tahun 2009 Nomor 28}

. Undang-Undang Nomo: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 MNomor B2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234 );



4. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
MNagara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5484}

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indocnesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonzsia
Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerntah Nomoe 38 Tahun 2007 fentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Femerintah,
Pemerintahan Dasrah Provins: dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonasia Nomer 4737},

7. Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daeran (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47415

8. Perauran Menteri Dalam Negen Momor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana te'ah diubsh dengan Peraturan Manter Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 57 Tahun 2007
tentang  Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001
tentang Penataan, Pembentukan dan Penataan Kecamatan di
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daeran Kabupaten Bekasi

Tahun 2001 Nomor12 Seri D)

10, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomaor 6);



Menetapkan

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012
tentang Ferubahan atas FPeraturan Daerah Nomar 1 tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2012 Nomor 7};

12.FPeraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8},

MEMUTUSKARN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN URNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDATAAN DAN PEMAGIHAN
PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI

BAE |
KETENTUAN UMUNM
Fasal 1

Calarm Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Bekasi

2 Pemerintah Daarah adalah Pemerintah Kabupaten Bekas:

3 Bupati adalah Bupati Bekasi;

it

tn

“~ Dinas adalah Dinas Pendapatan Daesrah Kahupatzn Bekasi;

Kepaia Dinas . _zlah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;

& Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pandataan
dan Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daeran Kabupaten

Bekasi:

7 Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah adalah Kepala UFTD
Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bekasi ;



|
B Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawar Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak sscara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegatan sssuai dengan keahlian dan kelerampilannya
dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.

4 Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk malaksanakan kegiatan teknis
yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyaraxkal,

10 Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk

mendukung pelaksanaan tugas organisas: induknya.

BAB I
PEMBENTUKRAN
Fasai 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bekasi, yang terdin dan ;

a  UFTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah \Wiayah | meliputi wilayah kerja:
¥ecamatan Babelan

Kecamatan Tarumajaya

Kecamatan Sukawangi

Kecamatan Tambelang

Kecamatan Tambun Utara

Kecamatan Tambun Selatan

Kecamatan Cibitung

Kecamatan Muara Gembong

ol O s

B UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Witayah || meliputi  wiiayah
kerja :

Kecamatan Cikarang Utara

Kecamatan Karang Bahagia

Kecamatan Cikarang Timur

Kecamatan Kedung Waringin

Kecamatan Pebayuran

¥ecamatan Sukakarya

Kecamatan Sukatani

B9 Sreeh o Wl

Kecamatan Cabang Bungin



UPTD Pendaiaan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah Il meliputi wilayah
kera
1. Kecamatan Cikarang Selatan

(1]

Kecamatan Cikarang Barat
Kecamatan Setu
Kecamatan Cikarang Pusatl
kecamatan Serang Baru
Kecamatan Cibarusah

S oo s W W

HKecamatan Bojong Mangu

BAE Nl
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesalu
Kedudukan
Fasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendataan dan Fenagihan Fajak Daerah yang
selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD Perdataan dan Penagihan Pajak
Daerah merupakan Unit Pelaksana Tekris Dinas Pendataan dan Penagihan
Pajak Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan

kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya

(2} UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah aipimpin oleh seorang Kepala
UFTE yang berkedudukan di bawain dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
- ' Tugas Pokok
Paszal 4

UPTD Pendataan dan Penagihan Pajgk Daerah mempunyal tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danfatau teknis panunjang
Pandutaan dan Penagihan Pajak Daerah berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang
menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Dagrah Kabupaten Bekasi



Bagian Ketiga
Fungsi
Pazal 5

Un'uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
Beraturan ini UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah mempunya fungsi

a  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pendataan dan Penagihan Pajak
Dasrah lainya dan Pajak Burmi dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

& Penvelenggaraan sebagfan kegiatan teknis cperasional danfatau  EEnIS
penunjang Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Pajak Bumi
dan Bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya:

c Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ingkup tugasnya;

d  Pelaksanaan tugas lain yang dibernkan oleh Kepata Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya

BAB N
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pagal &

Crganisasi UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah terdin dari unsur-unsur ;
a.  Pimpinan adalah Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daegrah;

b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha,

¢ Pelaksana Teknis

d Kelompok Jabatan Fungsional

— ’ Bagian Kedua
Susunan Qrganisasi
Pazal 7
(1)  Organisasi UPTD terdin dari :
a. kepala UPTD;
b Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
¢. Pelaksana Teknis
d.  Keiompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendataan dan Penagiban Pajgk Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan im.



Bagian Ketiga
Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD
Fasal 8

(1) Kepala UPTD Pendataan dan PFenagihan Pajak Daerah mempunyal tugas
pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana

(2)

tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal F Peraturan ini

Uraian tugas dari Kepala UPTD Pendataan dan Fenagihan Pajak Daerah:

2.

menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPTD Pendataan dan
Penagihan Pajak Daerah,

menyusun dan mengkoordinasikan rencana  program Pendataan aan
Penagihan Pajak Daerah di wilayah keranya;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
membagi tugas kepada bawahan,

membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan :
memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan:
mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTD;

mambual pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi gesuai dengan
rencana kegiatan UPTD Penuataan dan Penagihan Pajak Daerah;

melaksanakan pendampingan kegiatan penilaian Milai Jual Objek Falak
Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) yang dilakukan oleb Bidang Pajax
Bumi dan Bangunan;

malaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan bardazarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
{DHKP) Buku'1, 2, dan 3.

Melaksanakan penagihan PEB berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3

Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan perkembangan

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Guku 1, 2
dan 3 kepada Kepala Dinns Pendapatan Daerah;

. membuat dan menyampaikan laporan harian, mingguan, bulanan, trvulan

target realisasi penerima PBB berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) Buku 1, 2 dan 3 Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

melaksanakan pembinaan operasional Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;




(1)

2l

o melaksanakan pendataan potens: pajak daerah lainnya,

o menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKFPD) urtuk ketstapgan
pajak office assestment;

q menyampaikan surat teguran Tagihan Tunggakan Pajak Daerah untuk jenis
pajak Hiburan dan Restoran,

r  membuat dan menyampaikan laporan harian. mingguan, bulanan, dan
wriwulan hasil pendataan notznsi pajak daerah, dan realisasi pembayaran
pajak daerah;

e Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daarah;

¢ Melakuk... pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD!
v Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional,
v, Mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
w, Merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya,

%x. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual dengan petunjuk atasan.

FParagraf 2
Sub Bagian Tala Usaha
Pasal 8
Sub Bagian Tala Usaha mempunyai fugas pokok melaksanakan pengelclaan
surat menyurat wrusan keuangan, ruman tangga dan peidengkapan,
pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja

serla pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat {1), Sub
Eagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

pengelolaan surat menyurat dan kearsipan,

pengelolaan administrasi keuangan,

pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;

pengelolaan administrasi kenegawaian.

m e p T oW

penyusunan rencana dan program kerja se'la pelaporan;

-

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.



i3

Tata Usaha datam menyslenggarakan tugss pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian lugas sebagal barikut

b.

menyusun usulan rencana anggaran UPTD;

mempelsjari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
tugasnya;

mempelajar pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang
parencanaan, keuangan. kepegawaian, urusan umum dan sarana.

melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya:
mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTL:

menyusun  konsep  administrasi  dan pelaksanaan  pembinaan
kepegawaian,

menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan keglatan UFTD,
melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD!

memelihara serta mandayagunakan sarana dan prasarana,

melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
melaksanakan administrasi barang inventaris;

mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada alasan
sebagai bahan pertimbangan,

memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan,

mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat
keluar;

menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikinm
menyarahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedist

memerikea buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda
tangani sesual alamat sural,

menyusun dan menyimpan sural atau barang inventaris ke dalam tempat
yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;

menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cubi, §in / tugas balajar, gap
berkala dan pensiun;

menyampaikan informasi kepada pegawai ai lingkungan unil kerja UPTD
yang akan mengajukan usulan kenakan pangkat, cuti, yin / tugas belajar,
gali berkala dan pensiun;

menyiapkan usulan kenaikan pangkat. cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala
dan pensiun;

membual laporan absensi harian, mingguan dan bulanan:



il

2)

(3)

(4)

(5)

{1

w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD,
x  mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTD,
¥ melassanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan,

2  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasai 10

Kelocmpok Jabatan Fungsional terdiri atas Kalompok Jabatan Fungsional
Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dan jabatan fungsional lainnya yang
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

“elompok Teknis/Jabatan Fungsional Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah

mempunyai t.;as pokok !

a Melaksanakan penyusunan program kegiatan penilaian Nilai Jual Objek
Fajak Pajak Bumi dan Bangunan (MNJOP PBB) bersama dengan Seksi
Pendataan dan Penilaian pada Bidang Pajak Bumi dan Banguran.

b. Melaksanakan kegiatan bidang Teknis Operasional dan teknis penunjang
Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Diras
melalu Kepala UPTD.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagarmana tersebut pada ayat (1), diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumiah pelaksana jabatan fungsional ssbagaimana dimaksud pada ayst (1),
disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Paragraf 1
Urmnurm
Pasal 11

Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UFTD merupakan satu kesatuan
yang ftidak dapat dipisahkan.




{2)

(3}

2)

i3]

(1)

{2}

{3)

1)

Dalam mefaksanakan tugasnya Kepala UPTD. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsionzl wapb menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi dengan bidang Pajak Daerah Lainnya dan bidang
Fajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2} sebaga: bahan laporan pertanggung
jawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekrefaris Dinas.

Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, membarikan bimbingan dan petunjuk
pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana

Paragraf 2
Hubungan Kerja
Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas.

Kepala UPTD mendapatkan pembmaan leknis operasional darn kepala bidarg
sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala UPTD wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan bidang Pajak
Daerah Lainnya dan bidang Pajgk Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sesuai
dengan batasan tugas dan kewenanganya

Paragraf 3
Pelaporan
Pasal 13

Kepala UPTD wajib memberikan laporan lentang pelaksanaan iugas pokok dan
fungsinya kepada Kepala Dinas.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disarmpalkan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja

Pengaturan mengenai jenis laporan dan  iala  cara penyampaiannya
berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Hal Mewakil:
Fasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berlalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala
Sub Bagian Tata Usaha.



£} Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan. maka Kepala UPTD
dapat dwakil cleh Kelompok Jabatan Fungsiona! sesuai dengan bidangnya.

BAEB W
KEPEGAWALAM
Pazal 15

11} Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2} Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegswai sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

131 Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB Wl
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Fembiayaan UPTD bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.

BaiE Wi
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 17

Pada saal berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturar Bupati Nomor 23 Tahun
2011 entang Pembentukan Unit Pelarsana Teknis Dinas Pendataan dan Penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan aset
Kabur aten Bekasi serta petunjuk pelaksanaanya dicabut dan dinyatakan fidak

berlaku lagi.

Paszal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan inj sepanjang mengena: teknis
pelaksanaannya diatur dan ditetackan lebih lanjut oleh Kepala Dinas



Pasal 19

Par turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Citetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal »n iprsew 2015

& 7 BUPATI BEKAS! A
7 ,
A H. /MGHAEANAH YASIN




